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ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam penyediaan produk
dalam negeri bagi satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang pembayarannya dilakukan
melalui Kartu Kredit Pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN N0.4916), PP 45 Tahun
2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN
Tahun 2018 No0.229, TLN No.6267), Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI
196/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No0.1841), Permenkeu R1217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No0.1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun
2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta
belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Kartu Kredit
Pemerintah untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk
keperluan belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja
pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional
lainnya; belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non
operasional lainnya; belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan
barang konsumsi; belanja sewa; belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan
bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya; belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar
minyak dan pelumas dan pelumas khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan
peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; belanja pemeliharaan
lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan
lainnya; dan/atau belanja modal.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan nilai
belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima
pembayaran. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), hanya
dapat dilakukan untuk transaksi pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri
yang disediakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Dalam hal Kartu Kredit Pemerintah digunakan
untuk transaksi di luar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), nilai belanja paling banyak
untuk 1 (satu) penerima pembayaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2021.

- Lampiran halaman 7-38.



